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Kata Kunci : Panglima laot, larangan, Melaut

Panglima Laot merupakan koordinator kegiatan yang berhubungan dengan mata
pencaharian hidup di laot bersama pawang laot di wilayahnya. Panglima Laot
memimpin penyelenggaraan adat yang berlaku di bidang penangkapan ikan di
laut termasuk mengatur tempat atau area penempatan ikan, penambatan perahu,
penyelesaian sengketa bagi hasil, dan penentuan hari pantang melaut.
Kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Pulau Banyak Barat masih
menjunjung tinggi nilai hukum adat laut, beberapa penerapan sanksi adat yang
diberlakukan salah satunya larangan melaut pada hari Jumat bertujuan untuk
pengistirahatan laut, perkembangan biota laut, juga menghindari konflik yang
terjadi di masyarakat dengan adanya kelompok nelayan yang melaut dan
kelompok nelayan lainnya tidak, sehingga kelompok tersebut keberatan. Ada
tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama: Mengapa masyarakat
Pulau Banyak Barat melakukan kegiatan melaut pada hari Jumat, Kedua:
Bagaimana peran Panglima Laot terhadap kegiatan melaut pada hari Jumat,
Ketiga: Bagaimana penerapan sanksi terhadap nelayan yang melaut pada hari
jumat. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi
dokumentasi. Dari hasil penelitian dengan pihak terkait, penulis menemukan
data-data konkrit tentang peran Panglima Laot dalam penerapan larangan
melaut pada hari Jumat, yaitu: Faktor kelimpahan ikan yang tidak menentu
menjadi salah satu alasan utama masyarakat melaut pada hari jumat. Peran
Panglima Laot di Pulau Banyak Barat sebagai lembaga adat sudah mengakar
hanya beberapa fungsinya yang belum berjalan. Sanksi yang ditetapkan belum
maksimal diberlakukan. Hambatan utama Panglima Laot dalam penerapan
sanksi adalah watak nelayan yang keras, perekonomian masyarakat, serta
banyak nelayan yang tidak sanggup membayar denda adat.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena
telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat bersanjungkan
salam kepada baginda nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang
telah membawa ummatnya dari alam kebodohan menuju alam yang disinari
iman dan islam. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah
satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul:
“PERAN PANGLIMA LAOT TERHADAP PENERAPAN LARANGAN
MELAUT PADA HARI JUMAT MENURUT QANUN ACEH NO. 10
TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DI KECAMATAN PULAU
BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL”.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis telah memeproleh banyak
sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan serta saran dan kerja sama dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin

mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, MA selaku pembimbing | dan Ibu Ida
Friatna, M.Ag selaku pembimbing Il yang telah meluangkan waktunya
untuk membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Kepada bapak Dr. Mizaj, Lc., LL.M. sebagai Penasehat Akademik
sekaligus penguji | dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku penguji Il dan



9.

kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta
jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di
Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketua Prodi llmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag., M.Ag. para dosen beserta
staf prodi ilmu hukum lainnya.

Terkhusus kepada Allahuyarham Abuya Syekh H. Zamzami Syam selaku
guru bathiniah penulis semoga amal ibadah diterima disisi Allah SWT.
Teristimewa Sekali Kepada Abun Muda Irsyadul Fikri S.pd dan Bunda
Serta Seluruh Ustad dan Ustadzah beserta Alumni dan Santri Darrul
Hasanah Syekh Abdu Rauf Singkil

Teristimewa kepada Almarhum Ayahanda penulis Darwin dan Ibunda
tercinta penulis Ibunda Ermawani yang selalu mendoakan dan mendukung
penulis dalam setiap keadaan, mengajarkan penulis untuk selalu
melakukan kebaikan dalam setiap keadaan, Terimakasih untuk Ayah
sambung Penulis Ali Maswir Pasaribu.

Kepada Widatul Hummairah dan Beni Syaputra selaku adik-adik penulis
dan kepada Samsuhadi S.P selaku abang penulis.

Kepada teman-teman tercinta Ilmu Hukum Angkatan 2017.

10. Kepada Seluruh Guru dan Sahabat di Pulau Banyak Barat.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam

penulisan ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain,
Alhamdulillahi Rabbil’ Alamin.

Banda Aceh, 28 November 2021

Penulis,

Widia Nurrahmi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 — Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan
No | Arab Latin No Arab Latin
1. \ Tidak L t

dilambangkan

2. - B L z
I < T e ‘
4. | $ 3 G
5. z J - =
6. = h S Q
7. ¢ Kh d K
8. 3 D J 14
9. |3 7 2 M
10. B R O N
11. J Z 9 W
12. | o Ss ; H
13. | & Sy B3 ’




14. Ue S ¢ Y
15. o d
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A

Kasrah I

Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
e Fathah dan Ya | Ai

9 Fathah dan Wau | Au

Contoh:

kaifa «aS

haula Js»



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan

Tanda Nama Huruf Latin
ALe Fathah dan Alif atau Ya | A
S Kasrah dan Ya I
s Dommah dan Ya U
Contoh:

Jé = qala

== rama

J8 = gila
J3% = yagiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (¢) hidup

Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkatfatzah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Vi



Contoh:
JikY &35 raudah al-agfal/ raudatul agfal
5554l 4all; al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
sl : Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda
“Adarecht”. Snouk Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah
“Adarecht”. Istilah “Adatrecht’ dikutip dan di Pakai selanjutnya oleh Van
Vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis. Dalam perundang-undangan, istilah
“Adatrech” itu baru muncul pada tahun 1920 yaitu pertama kali dipakai dalam
undang-undang belanda mengenai perguruan tinggi di negara Belanda. Menurut
Sukanto, Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak
dikitabkan, bersifat paksaan, mempunyai akibat hukum." Jadi, hukum adat yaitu
suatu tingkah laku/kegiatan yang selalu dilakukan secara trus menerus dan turun
temururn sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

Istilah aturan kebiasaan dalam hukum adat sudah sejak lama dikenal
seperti di Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636),
kemudian dalam kitab hukum Makuta Alam dan Safinatul Hukkam Fi Takhlisil
Khassam yang disusun oleh Jalaluddin Bin Syeh Muhammad Kamaluddin anak
kadhi baginda khatib negeri Trussan atas perintah Alaidin Johansyah (1781-
1895), dalam pembukaan kedua kitab hukum tersebut menyebutkan “memeriksa
perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum syara’, hukum adat dan
reusam.’

Pemberlakuan adat istiadat yang ada dalam setiap daerah di negara
Indonesia dikendalikan oleh lembaga-lembaga adat yang sesuai dengan
lingkungannya sebagai suatu kesatuan dalam masyarakat. Eksistensi masyarakat

1Bega Ragawino, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Di Indonesia”, Fakultas
ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2008.HIm.4.Diakses pada tanggal 20
september 2021.

’Dewi Wulansari., Hukum Adat Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010), him.1.
Diakses pada tanggal 20 september 2021
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adat yang diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang No 11 Tahun
2006 tentang pemerintah Aceh, diperkuat lagi dengan adanya lembaga adat,
yang selanjutnya diatur kembali dalam Qanun, seperti Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan yang termasuk baru adalah Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
menyebutkan bahwa lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan
yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu dan
berhak mengatur mengurus wilayahnya sendiri, untuk menyelesaikan hal-hal
yang berkaitan dan berhubungan dengan ketertiban masyarakat, setiap lembaga
adat di Aceh mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing yang melekat
pada lembaga maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adanya
pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui persekutuan hukum masyarakat adat
sebagai identitas budaya beserta hak tradisionalnya dihormati sejalan dengan
perkembangan zaman dan peradaban, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur Undang-Undang.®

Dalam kehidupan, masyarakat adat mempunyai tatakrama dalam macam-
macam bidangnya yang mana dalam setiap bidang tersebut di bawah atau diatur
oleh tokoh adat yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memelihara,
membina dan mengendalikan tatananan hukum adatnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Setiap tokoh/kepala-kepala adat yang telah mempunyai
peran sendiri sebagai fungsionaris hukum, mempunyai kedudukan untuk
memimpin dan mengurus lembaganya masing-masing sesuai dengan bidang
tugas dan tanggung jawab yang telah berjalan dan berlaku dengan tatanan

masyarakat.

*Sri Walny Rahayu, “Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Ladt” di
Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternaf Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di
Indonesia”. Padjadjaran Jurnal IImu Hukum, Vol. 1 , No 3,(2014). Diakses tanggal 21 maret
2021
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Kendati demikian, hukum adat yang telah lama diterapkan dalam
kehidupan manusia dan menjadi sebuah kebiasaan, dalam masyarakat Aceh
sekarang ini telah ada upaya revitalitas, karena dapat dilihat dengan adanya
aturan yang tertulis yang dikembangkan di dalam masyarakat. Pemerintah telah
menetapkan 13 lembaga di Aceh, sebagai lembaga adat di Aceh, seperti yang
telah tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat yaitu; Majelis Adat aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau
nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain,
Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee/Uteun atau nama lain, Petua
Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain, dan Syahbanda atau
nama lain.

Lembaga Panglima Laot yang merupakan salah satu lembaga adat Aceh
memiliki kekuasaan otonom, kewenangan Panglima Laot yang telah terpatri
dalam ketentuan adat laut, melakukan penyesuaian-penyesuaian adat sesuai
dengan pengembangan zaman tanpa menyampingkan adat sebagai pedoman.
Panglima Laot adalah lembaga adat yang bertanggung jawab segala hal ihwal
yang berhubungan dengan permasalahan pencaharian rizki di laut,* juga
berperan dalam penyelesaian perkara persengketaan di laut, untuk merukunkan
para pihak dan memberikan sanksi adat setempat.’

Norma yang terdapat dalam pasal 28 Ayat (1) huruf a Qanun No0.10
Tahun 2008 menjelaskan wewenang, Tugas dan Fungsi Panglima Laot.
Panglima Laot berwewenang menentukan tata tertib penangkapan ikan,
termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut/larangan melaut.
Kata “hari pantang melaut” sudah tidak asing lagi didengar keberadaannya,

dalam artian larangan melaut berarti tidak di perbolehkan untuk turun kelaut.

*H.Badruzzaman Ismail, Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat, (Banda Aceh:
CV.Boenbon Jaya, 2013), him 97-98. Diakses pada tanggal 19 september 2021.

*Umar Muhammad, Peradaban Aceh (Tamaddun) | (Banda Aceh : Buboen Jaya,
2006).hlm 83. Diakses pada tanggal 19 september 2021.
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Keputusan Panglima Laot se-Aceh telah menetapkan hari pantang melaut, yaitu:
hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari kenduri laut, siang dan malam jumat,
serta hari-hari lain yang disepakati oleh daerah setempat untuk dilarang melaut,
jika dihitung dengan cuaca buruk diperkirakan dalam setahun nelayan tidak
melaut sebanyak 60 hari.

Salah satu hari pantang melaut yaitu hari jumat yang sudah menjadi
aturan turunan dari nenek moyang hingga sekarang, yang menjadi alasan utama
yaitu sesuai dengan ajaran agama yang menganjurkan untuk memperbanyak
beribadah, dan memuliakan hari jum’at, Allah SWT mengingatkan dalam ayat
berikut :

- Do g%
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Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum‘at, Maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu’ah®
[62]:09).

Dari firman Allah SWT diatas dapat dilihat bahwa hari jumat
merupakan hari istimewa bagi kaum muslimin, dan harusnya manusia yang
memeluk agama islam diseluruh penjuru dunia juga memuliakannya.
Rasulullah SAW bersabda :

el oot SUa 5 581 O a1 sl e 0l o3 06 e e B e 0 O
\~5Y‘:6L.mc:\ma (‘;é_"a ’}M\uau)ﬂ;.udb)écd);\

® QS.Al-Jumu’ah (62):09
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Shahih Muslim 1043: Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin
Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan
kepada kami Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash bahwa Abu Ishag mendengar
darinya, dari Abdullah, bahwsanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
kepada orang-orang yang ketinggalan shalat Jumat: "Sungguh aku berkeinginan
untuk menyuruh seseorang mengimami manusia, kemudian kusuruh untuk
membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan (shalat) jumat.”

Terkait hal ini realita yang terjadi pada masyarakat Pulau Banyak Barat
yang sebagian muslim hidup bekerja sebagai nelayan dengan kehadiran
peraturan tersebut dalam kenyataannya masih melaut pada hari jumat. Patroli di
Laut yang dilakukan oleh Panglima Laot setiap hari Jumat, masih mendapatkan
adanya masyarakat yang beroperasi di Laut pada malam Jumat, nelayan
tersebut ada yang berasal dari masyarakat setempat ada juga yang berasal dari
daerah lain (Nias, Aceh Selatan, Sibolga) yang melaut ke wilayah laut Pulau
Banyak Barat pada malam jumat. Terjadinya aturan hukum adat tentang
larangan nelayan melaut pada hari jumat dimaksudkan untuk pengistirahatan
laut, perkembangan biota laut juga untuk menghindari konflik yang terjadi di
tengah masyarakat nelayan, salah satu hal yang dapat memicu adanya konflik
ditengah masyarakat nelayan dengan adanya nelayan yang melaut pada hari
Jumat sedangkan nelayan lainnya tidak, sehingga nelayan yang tidak melaut
keberatan dan terjadilah konflik.

Berangkat dari uraian-uraian latar belakang di atas, bahwa sudah
saatnya dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji secara Kritis
mengenai pelaksanaan fungsi serta wewenang lembaga peradilan adat laut di
Pulau Banyak Barat. Dimana peneliti akan fokus pada masyarakat Pulau
Banyak Barat, baik menyangkut aspek normatif dari lembaga peradilan adat,
juga menyangkut aspek empiriknya, yaitu bagaimana Panglima Laot
menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat tersebut dalam

kenyataan. Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah
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skripsi dengan judul : “PERAN PANGLIMA LAOT TERHADAP
PENERAPAN LARANGAN MELAUT PADA HARI JUMAT MENURUT
QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT DI
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL”
I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat
merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Mengapa masyarakat Pulau Banyak Barat melakukan kegiatan melaut
pada hari Jumat?

2. Bagaimana peran Panglima Laot terhadap kegiatan melaut pada hari
Jumat?

3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap nelayan yang melaut pada hari
jumat?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap larangan
melaut pada hari jumat, agar peraturan tersebut dapat diterapkan
ditengah-tengah masyarakat nelayan setempat.

2. Untuk mengetahui apa saja tindakan dari Panglima Laot dalam
melakukan pengawasan di laut pada hari jumat, sehingga tidak terjadinya
konflik dalam penetapan sanksi sesuai dengan fungsi Panglima Laot
sebagai lembaga hukum adat yang alternatif dalam penyelesaian
sengketa adat demi menciptakan kesejahteraan dan kemadirian hukum.

3. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang telah dibuat oleh Panglima Laot
setempat dan peran Panglima Laot dalam penerapan sanksi tersebut,
sehingga dapat diindahkan oleh masyarakat Pulau Banyak Barat dan
dapat didayagunakan secara adil demi terwujudnya ketertiban dalam

masyarakat.
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I.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang memiliki tujuan bagi penulis untuk memberikan
kejelasan sebuah penelitian agar tidak terjadinya pengulangan pembahasan. Dari
penelusuran yang dilakukan penulis berbagai macam sumber belum adanya
didapatkan sebuah skripsi yang membahas secara spesifik atas peran Panglima
Laot terhadap larangan melaut pada hari jumat. Namun penulis menemukan ada
beberapa jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan yang penulis teliti yaitu
sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Miratul Ula Mahasiswa Fakultas Syari’ah,
Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020 dengan judul :
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Di Tinjau
Menurut Hukum Islam (studi kasus di mesjid raya kabupaten aceh
besar), dalam skripsi ini penulis menulis tentang tindak pidana ringan
yang dilakukan oleh nelayan krueng raya banda aceh, yang penyelesaian
perkara tersebut diselesaikan secara adat laut dengan damai dan
membayar sanksi yaitu berupa uang tunai, kemudian ketentuan tersebut
tidak sesuai dengan hukum islam, dimana dalam hukum islam
disebutkan penganiayaan sengaja serupa berupa seratus ekor unta atau
lembu. Kemudian peneliti melakukan tinjauan melalui hukum ta’zir
dimana penguasa mempunyai hak sepenuhnya dalam penyelesaian
perkara tersebut atau aparat gampong telah mendapatkan pemanfaatan
dari keluarga korban’,

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Syaputra Kelana, Mahsiswa Fakultas
Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018
dengan judul : Peran Panglima Laot Dalam penyelesaian Bentuk

Pelanggaran Laut Melalui Hukum Adat (studi kasus di wilayah gampong

" Miratul Ula, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot Ditinjau
Menurut Hukum Islam”, Fakultas syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, him. 64. Diakses
pada 23 April 2021

18



lampulo), skripsi ini berisikan tentang penelitian peran penyelesaian
Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran di wilayah
lampulo melalui peradilan adat laut yang dilakukan secara musyawarah,
yang dimana Panglima Laot sebagai pemimpi persidangan adat dan
memiliki peranan penting dalam proses persidangan karena seluruh
kegiatan persidangan harus mengikuti prosedur dari pimpinan Panglima
Laot®,

3. Skripsi yang di tulis olen Rae Netha Junaedy, Peran Lembaga Adat
Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay,
Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015, vyaitu: Dalam
penyelesaian delik adat pidana pada masyarakat port numbay lembaga
adat kayu batu lebih mengedepankan musyawarah dalam pengambilan
putusan yang akan diberlakukan. Jika terjadi perkara kedua belah pihak
harus dihadirkan dan kemudian diselesaikan dalam forum atau
musyawarah yang terbuka untuk umum, kedua belah pihak dipersilahkan
memberikan keterangan apa sebenarnya yang terjadi, setelah
mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak kemudian diambillah
keputusan sesuai dengan tingkatan kesalahan/pelanggaran dan diberi
sanksi adat dengan membayar sejumlah uang atau denda adat®.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sulaiman yang berjudul : “Pembangunan Hukum
Perikanan berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal”. Penelitian ini
membahas tentang kearifan lokal perikanan di Aceh, dapat dilihat dalam
wujud hukum adat laut yang dilaksanakan Panglima Laot,

keberadaannya sudah sejak berabad-abad yang lalu, keberadaan hukum

8 Ade Syaputra Kelana, “Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk
Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat ”, Fakultas syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018,
him. 67. Diakses pada 23 April 2021

% Rae Netha Junaedy, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada
Masyarakat Port Numbay Di Kota Jaya Pura”fakultas hukum, universitas hasanuddin, Makassar,
2015, him.55. Diakses pada 23 April 2021
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adat laut dan Panglima Laot dipergunakan sebagai bagian dari upaya
mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di
Aceh. Dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan di
Provinsi Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh perlu menempatkan
kenyataan hukum adat Laot sebagai bagian penting dari kearifan lokal
dalam pembangunan perikanan Aceh ke depan. Di samping itu,
keberadaan Panglima Laot dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dari
stakeholders yang akan turut menyukseskan program pembangunan
kelautan dan perikanan di Aceh.*

5. Jurnal yang di tulis oleh Sri Walny Rahayu yang berjudul : “Lembaga
Penyelesaian Sengketa Adat Laot ‘Panglima Laot’ Di Aceh Sebagai
Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem
Hukum Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang pengelolahan
hasil laut dan rentan memunculkan sengketa laut yang bersifat open
acces, yang memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa adat laot
dan penyelesaian sengketa adat laut panglima laot dan penyelesaian
sengketa diluar peradilan atau arbitase™.

I.5. Penjelasan Istilah

1. Peran

Merupakan segala hal yang di mainkan atau dijalankan.*® Peran menurut

terminology serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat.

'% Sulaiman, “Pembangunan Hukum Perikanan berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal”,
Kanun Jurnal llmu Hukum, No. 64,Desember 2014,him.520. Diakses pada 23 April 2021

15ri WalnyRahayu, “Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima La6t” di
Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternaf Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di
Indonesia”, Jurnal llmu Hukum, Vol.1, No.3, Tahun 2014.him.464. Diakses pada tanggal 21
maret 2021.

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). Diakses pada 23 April 2021.

20



Sedangkan peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang dilaksanakan
oleh setiap individu dalam suatu peristiwa.*®
2. Panglima Laot
Panglima Laot adalah individu yang telah ditunjuk oleh masyarakat dan
yang sudah memiliki pemahaman serta mengetahui seluruh hal ihwal laut yang
ada dalam wilayah setempat.* Dalam Qanun Aceh No.10 tahun 2008
menjelaskan Panglima Laot adalah suatu lembaga adat yang melibatkan suatu
organisasi yang diciptakan oleh masyarakat adat tertentu yang memiliki suatu
wilayah tertentu serta mempunyai wewenang dalam mengatur segala sesuatu
yang berkaitan dengan laot dan pesisir. Menurut kamus bahasa Aceh Panglima
Laot adalah pemimpin yang tertinggi yang dikenal dengan seorang kepala yang
berwenang di bagian hukum laut.
3. Penerapan
Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal,
cara atau hasil. Adapun menurut ~Lukman Ali, penerapan adalah
mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan
dalam suatu organisasi atau dalam kehidupan pribadi untuk mencapai tujuan
yang dimaksud dan yang telah ditetapkan.*®
4. Larangan Melaut
Larangan Melaut dalam artian denofatif atau makna yang sesungguhnya,
dalam konteks bahasa Indonesia artinya adalah tidak diperbolehkan berbuat

sesuatu atau sesuatu yang dilarang karena dianggap keramat atau suci.

> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014.him. 86. Diakses pada tanggal 24 April 2021

 Nuraini,* Studi kelembagaan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolahan Perikanan
Purseseine Di Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat”, Universitas teuku umar,
Aceh Barat, 2013.hIm. 6. Diakses pada 23 April 2021

> Ambo Dalle, “Penerapan Literasi Gerakan Di Sekolah Menengah Pertama negeri 4
Pare-Pare” Universitas Islam Negri Alauddin, Makassar, 2017, him. 6. Diakses pada 23 April
2021.
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5. Hari Jumat
Hari Jumat adalah hari yang diistimewakan, atau sebagai penanda
liburnya umat islam karena pada hari jumat semakin melipatnya pahala yang
didapatkan sehingga umat islam lebih diutamakan beribadah pada hari jum’at.'®
Termasuk juga bagi nelayan untuk berhenti melaot pada hari jumat dan
melakukan i’tikaf di masjid, beribadah dan disisi lain memberikan waktu bagi
ikan untuk dapat berenang bebas dan beristirahat’.
6. Qanun
Qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah
menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang
dengan matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum
dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu dengan kata lain ganun
merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh
pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.*®
7. Lembaga Adat Aceh
Merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh
masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tertentu dan berhak mengatur
mengurus wilayahnya sendiri, untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dan
berhubungan dengan Kketertiban masyarakat, tiap lembaga adat di Aceh
mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing yang melekat pada tiap

lembaga maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

'® Bagus Wiranto, “Tradisi Jum’at Kliwon Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah” Sabda, Vol 13, Nomor 1, Juni 2018. Diakses pada tanggal 21
maret 2021.

" Elbie Yudha Pratama, Rilus A Kinseng, Jurnal penyuluhan, maret 2013.Vol.9.No.1.
Diakses pada tanggal 21 maret 2021

'8 Sariaton, “Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga
Wali Nanggro”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2020.him.6.
Diakses Pada 1 Oktober 2021.
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1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan
sesuatu secara benar."® Sedangkan penelitian sendiri merupakan kegiatan yang
terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk
mendapatkan data baru, untuk membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran
dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.?

1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara peneliti dalam melakukan sebuah
penelitian, pendekatan penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu pendekatan
dengan metode kualitatif, yang dilakukan dengan penyusunan kata secara verbal
dan tidak dalam bentuk angka.”’ Kemudian data kualitatif didapat melalui
wawancara mendalam dan pengamatan secara langsung di tempat peneliti
melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data skunder.

2) Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu
meneliti ketetapan hukum yang berlaku dan seperti apa keadaan yang terjadi
dalam masyarakat secara kenyataannya, atau dengan pemahaman lain yaitu
suatu penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di
masyarakat utuk mendapatkan berbagai macam fakta dan data-data yang
diperlukan dalam sebuah penelitian. Dengan demikian penulis akan melakukan

wawancara dengan sumber pertama dan menganalisa semua data yang

1 Umar Husein, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis " (jakarta: Rajawali
Pers 2011), him, 21. Diakses pada tanggal 21 maret 2021.

20 Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinargrafika 2002),
him.2. Diakses pada tanggal 21 maret 2021.

2! Noeng Mohajir, “Metodologi Penelitian Kualitarif”, (yokyakarta: Rakesarasin,1996),
him 2. Diakses pada tanggal 21 maret 2021.
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didapatkan dengan menggunakan identifikasi masalah pada masyarakat Pulau
Banyak Barat.
3) Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (library
research) dan data lapangan (field research). Penelitian kepustakaan diambil dari
bahan-bahan yang berupa, pertama, bahan hukum primer, yang berupa peraturan
perundang-undangan. Kedua, Bahan hukum sekunder yang berupa jurnal,
artikel serta bentuk laporan lainnya. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan
untuk memperoleh data primer yang didapatkan dengan cara wawancara
terhadap responden dan informan untuk mendapatkan informasi mengenai
pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Pulau Banyak Barat. Dalam
penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data :
a. Data primer
Survei data primer merupakan survei yang dilakukan dengan mendatangi
langsung tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian..?? Data yang didapat
langsung dari sumber pertama yang sangat terikat dengan permasalahan yang
akan dibahas, peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dengan imforman
yang berasal dari Camat, Ketua MAA, Mukim, Kepala Desa dan Panglima Laot.
b. Data Skunder
Survei sekunder merupakan survey yang tidak lansung ke lapangan
melainkan mengumpulkan informasi dari setiap instansi yang terikat dan
literatur.® Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data
skunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, buku-buku, hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

22 Qiti Nuurlaily Rukmana, Moch. Shofwan, “Fenomena Urbanisasi Pola Perubahan
Mata Pencaharian Berbasis Spasial”, Jurnal Teknik Waktu, Vol. 16 ,No. 02, juli 2018.hIm.58.
Diakses pada tanggal 22 maret 2021.

23iti Nuurlaily Rukmana, Moch. Shofwan, “Pola Pemukiman Komunal Pasca Bencana
Luapan Lumpur Di Kabupaten Siduarjo”. Vol.2, 2017, him. 51. Diakses pada tanggal 22 aret
2021.
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4) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian yaitu bahan yang akan dimanfaatkan dalam
penyelesaian masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu,
data-data tersebut harus disatukan atau di kumpulkan supaya setiap
permasalahan dalam penelitian tersebut dapat di selesaikan, jika dicermati
teknik pengumpulan data berkaitan dengan teknik penggalian data juga
berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, Dalam penelitian kualitatif
setidaknya sumber data berupa kata-kata dan tindakan.**

Menurut Maryadi Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail
dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono “Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengumpulan data
merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang
diperlukan dari narasumber. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dibagi
menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat
skunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Pengamatan (Observasi)

Menurut Adler observasi yaitu dasar fundamental dari seluruh cara

pengumpulan data pada penelitian kualitatif, terutama yang terkait

dengan ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksudnya adalah
observasi merupakan proses peninjauan secara sistematis dari setiap

kegiatan individu dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut

**Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. Januari —
Juni 2018, him. 87. Diakses pada tanggal 22 maret 2021.
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berlangsung secara terus menerus sehingga menghasilkan fakta di dalam
masyarakat.?®
Dalam penelitian ini metode yang di pakai adalah observasi non
partisipan, dimana penulis hanya akan menjadi pengamat dan tidak
terlibat langsung, seperti penulis melihat kegiatan apa saja yang
dilakukan nelayan pada hari jumat, mengamati perahu/boat jika
melakukan pelayaran pada hari jumat dari dermaga Pulau Banyak Barat,
juga ikut serta dalam kegiatan peradilan adat jika terdapat nelayan
melaut pada hari Jumat pada saat peneliti sedang melakukan penelitian.
Dalam kegiatan observasi berlangsung peneliti hanya membuat catatan-
catatan kecil untuk kepentingan analisis dan dan verifikasi data yang
didapat penulis dari responden atau imforman yang langsung
bersangkutan dengan fokus penelitian®.

b) Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data atau
informasi, hingga abad ke 20 menjadi puncak pencapaian karya
jurnalistik yang berbakat di hasilkan dengan wawancara.’’ Dengan
makna lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada
para informan atau orang yang akan dimintai keterangan.
Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara terbuka atau dengan

menggunakan alat berbentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan

25 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”,Jurnal at-Tagaddum, Vol. 8, Nomor 1,
Juli 2016. him. 26. Diakses pada tanggal 22 maret 2021.

%6 Kotjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (jakarta : Gramedia pusaka umum
1997), him 29. Diakses pada tanggal 22 maret 2021.

” Fandi Rosi Sarwo Edi, “Teori Wawancara Psikodiasnogtik” (Yogyakarta :
LeotikaPrio, 2016),him.1. Diakses pada tanggal 22 maret 2021.
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5)

(sebagai petunjuk wawancara) sesuai dengan persoalan yang akan di cari
jawabannya tanpa menutup kemungkinan adanya pertanyaan tambahan
yang lain yang bersifat langsung atau secara spontan sesuai dengan
jawaban yang diterima. Tujuan dari wawancara agar responden serta
informan dapat melakukan perundingan juga dapat memberikan
pernyataan yang menjadi keperluannya atau kelompoknya secara
terbuka.

Studi Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto studi dokumentasi adalah alat pencari data
mengenai hal-hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data
penelitian dimana dapat berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah,
parasasti dan sebagainya.?® Dokumentasi merupakan pengumpulan data
olen peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari
sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. berita radio,
berita televisi maupun dokumen bentuk lain. Untuk mendapatkan data
skunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan content
analisis yaitu dengan cara menggunakan semua bentuk komunikasi, baik
surat kabar.

Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan

pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari

makna.” Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan

menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran

28 Sedarmayanti, “Metodologi penelitian” (Bandung:Mandar Maju) HIm.4. Diakses

pada tanggal 22 maret 2021
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secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-
tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan
(field research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, penulis akan melihat peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam
penerapan larangan melaut pada hari jumat serta meninjau pengawasan apa saja
yang telah dilakukan oleh Panglima Laot kemudian dijelaskan secara sistematis
mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari
rumusan masalah.

6) Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini diambil dari beberapa referensi,
Yaitu : Undang-Undang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman
Skripsi.
I.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan memaparkan beberapa garis besar dari pembahasan,
jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bab Satu, yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan
Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yang meliputi : Hukum Adat Laut, Landasan Hukum Adat Laut,
Panglima Laot, Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot.

Bab Tiga menjelaskan : Gambaran Umum Kecamatan Pulau Banyak Barat,
Larangan Melaut Pada Hari Jumat, Peran Pengawasan Panglima Laot Terhadap
Kegiatan Melaut Pada Hari Jumat, Peradilan Adat Laut, Penerapan Sanksi
Larangan Melaut Pada Hari Jumat Menurut Qanun Aceh No0.10 Tahun 2008
tentang Lembaga Adat

Bab Empat : Bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran.
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BAB DUA
KEDUDUKAN DAN WEWENANG PANGLIMA LAOT
DALAM QANUN ACEH

2.1. Hukum Adat Laot

Indonesia merupakan negara terluas peringkat ke-2 di Asia dan
merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar
dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah
daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luasnya lautan Indonesia
sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa
Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan
alam. Sumber kekayaan yang terkandung di lautan sangat berlimpah, sehingga
bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia.
Kekayaan alam yang berada di laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah
dasar laut serta tanah di bawahnya. Kekayaan alam yang berada di daerah dasar
laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati, yaitu: bahan tambang
seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam
yang berada didaerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu: berbagai macam
jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar.
Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang,
bahkan di seluruh dunia.

Dalam hukum internasional dijelaskan bahwa hukum Laut adalah hukum
yang mengatur laut sebagai objek yang diatur dengan mempertimbangkan
seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara termasuk negara yang
tidak berbatasan dengan laut secara fisik (Landlock Countries) guna

pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi
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umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1982, beserta
konvensi-konvensi Internatioanal yang terkait langsung dengan nya.?

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, terdapat
kelompok masyarakat adat yang juga hidup dan berkembang layaknya
masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat biasanya mendiami suatu wilayah
tertentu dan mempraktikkan tradisi mereka secara turun temurun, secara umum
mereka hidup bergantung pada alam dan mengembangkan sistem pengelolaan
sumber daya alam yang unik dan terjaga keasliannya. Karakteristik tersebut
membuat mereka dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).*® Dalam sistem sosial ekonomi
masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat yang
makmur dan sejahtera, namun kenyataannya yang ada menunjukkan sebagian
besar masyarakat nelayan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kehidupan
sosial dan budaya masyarakat yang tidak terlepas dari hukum adat digunakan
dalam upaya pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini khususnya sumber
daya laut, guna memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai upaya
pelestarian atas sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Hukum adat laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha
perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah
hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat laot di Aceh
merupakan ketentuan adat yang relevan dengan pengelolaan perikanan yang

berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

%% https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-laut. Diakses pada tanggal
18 november 2021

% Hans Giovanny Yosua Sallata, “Analisis Hukum Internasional Terhadap
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad)”.
Fakultas Hukum Universeitas Hasanuddin Makassar, 2021.him.20. Diakses pada tanggal 18
november 2021.
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Hukum adat laut adalah hukum adat yang sudah sejak lama
dipergunakan dalam keseharian masyarakat Aceh, sebenarnya hukum adat laut
bukan menjadi hal yang baru lagi, semenjak masa kerajaan Sultan Iskandar
Muda, hukum adat yang mengatur tentang tata cara pengelolaan kelautan sudah
digunakan. Sejalan dengan adanya hukum adat laut, pelaksanaan hukum adat
diterapkan melalui perantara lembaga Panglima adat laut, gelar Panglima Laot
untuk pemimpin sebuah lembaga adat laut merupakan sebuah gelar yang unik,
sebuah keistimewaan tersendiri bagi siapa yang menjabatnya. Hukum adat laut
terbentuk karena kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat dan
mengikat untuk masyarakat adat nelayan. Hukum adat juga terbentuk karena
kesepakatan dari masyarakat nelayan dalam wilayah hukum adat dan dicetuskan
oleh Panglima Laot sebagai pemimpin adat.

Dalam kelembagaan Aceh dikenal juga adanya kearifan lokal laut Aceh
yang sudah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda, kearifan lokal tersebut harus
dilestarikan sehingga berjalan dengan moderenisasi. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH) menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu prinsip dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan Lokal adalah nilai-
nilai luhur berlaku yang berlaku dalam tatanan hidup untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009).%

Hadirnya kearifan lokal laut Aceh sebagai wujud keseimbangan
kesejahteraan bukan hanya tentang persoalan mengeksplorasi hasil laut, bahkan
kearifan lokal laut Aceh juga dikenal sebagai bentuk upaya menciptakan
kerukunan dan sarana perdamaian. Salah satu warisan kearifan laut Aceh adalah

penetapan hari pantang melaut, yang juga menjadi wewenang Panglima Laot

8t Nurkhalis, Iwan Doa Sempena,”Praktik merawat kebhinekaan Indonesia melalui
kearifan lokal laut Aceh”. Jurnal Geuthéé: Penelitian Multidisiplin, Vol. 01, No. 03, 2018. him.
212. Diakses pada tanggal 15 september 2021.
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Aceh. Menurut Adrianto et al, terkait dengan wewenang Panglima Laot dengan
seluruh kesepakatan hari Pantang Melaot yang di atur sesuai dengan batas
waktunya yaitu : saat hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari jum’at, hari
kenduri laot, hari peringatan tsunami dan hari proklamasi. Ketentuan hari
larangan melaot yang disebutkan berasal dari empat merupakan warisan dan dua
lainnya adalah tambahan.*

Putusan peradilan telah memuat sanksi tegas terhadap masyarakat yang
melanggar kearifan lokal tersebut, meskipun yang menjadi kelemahan proses
penginisiasian kawasan konservasi perairan daerah adalah tidak sepenuhya
melibatkan Lembaga Panglima Laot Lhok sebagai lembaga adat yang memiliki
kearifan lokal (Hukum Adat Laot).*

Panglima laot Ihok merupakan lembaga adat laot yang memiliki
wewenang dalam penyelesaian sengketa adat laot di kecamatan,* Pengambilan
putusan dalam rangka penerapan sanksi dan penegakan hukum adat
dilaksanakan oleh panglima laot Ihok, atau jika tidak bisa terselesaikan menjadi
tugas panglima laot kabupaten/kota, melalui mekanisme tertentu lainnya. Sanksi
yang diberikan kepada pelanggaran hari Pantang Melaut antara lain, menyita
seluruh hasil tangkapan menjadi milik lembaga adat laut setelah dipotong biaya
perkara, dan dilarang melaut selama tiga hingga tujuh hari.*

2.2. Landasan Hukum Adat Laot
Pengaturan hukum adat laut juga telah mendapatkan beberapa kali

perubahan seiring dengan pergantian era dan perubahan kebijakan politik

%2 Nurkhalis, lwan Doa Sempena, “Kearifan lokal laut aceh : hikmah 60 hari pantang
melaut”. Vol. 12, No. 2, Desember 2018. him. 136. Diakses pada tanggal 15 september 2021.

%% Teuku Muttagin Mansur, Marzuki, “Pengelolahan kawasan konservasi perairan
daerah di provinsi aceh berbasis hukum adat laot”. Jurnal Geuthéé: Penelitian Multidisiplin,
Vol. 01, No. 01, Maret 2018. him. 66. Diakses pada tanggal 15 september 2021.

** Nindi Putri Utami, Fani Rahman Saputra & Dinda Zulmainia Putri, “Peran panglima
laot dalam mengatasi hasil tangkapan yang melimpah”. Jurnal Public Policy , Vol. 5, No. 1,
April 2019. him. 6. Diakses pada tanggal 15 september 2021.

% Selvia Oktaviani, “Sistem hukum adat local dalam pengelolaan perikanan”, Oseana,
Vol.XL. No.3. 2015. HIm. 53. Diakses pada tanggal 15 september 2021.
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nasional dan lokal. Dalam menelusuri aturan hukum nasional mengenai hukum
adat laut kadangkala antara hukum adat laut dan Panglima Laot tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, Karena keduanya mempunyai
keterkaitan yang sangat erat. Hukum adat laut adalah hukum materil dan
sekaligus formil sedangkan Panglima Laot adalah orang yang menegakkan
hukum adat laut itu sendiri. Bahkan sering orang menyebutkan hukum adat laut
adalah Panglima Laot atau sebaliknya. Keberadaan hukum adat laut di Aceh
diakui oleh hukum nasional, yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Beberapa peraturan mengenai pengakuan hukum nasional terhadap
keberadaan hukum adat laut berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya
perikanan di Aceh sebagai berikut :
1. Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Undang-Undang No.
31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau pulau Kecil.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Qanun Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat
Istiadat.
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, diketahui bahwa
hukum adat laut sudah diakui di dalam hukum nasional sejak dahulu dan
sekarang kekuatan hukum adat laut terlihat lebih kuat. Hal ini dapat terlihat dari
adanya hukum nasional yang memuat tentang hukum adat laut. Hukum nasional
berfungsi untuk melindungi keberadaan hukum adat di Aceh termasuk hukum

adat laut. Hukum adat laut tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis dalam
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lembar pengesahan negara, namun tetap dipatuhi oleh masyarakat adat nelayan
karena merupakan suatu kesepakatan bersama. Pemerintah Aceh juga
memberikan fasilitas untuk terus membina dan mengembangkan hukum adat
laut di Aceh.
2.3. Panglima Laot

Panglima Laot merupakan koordinator kegiatan yang berhubungan
dengan mata pencaharian hidup di laut bersama Pawang Laot di wilayahnya.
Panglima Laot memimpin penyelenggaraan adat yang berlaku di bidang
penangkapan ikan di laut termasuk mengatur tempat atau area penempatan ikan,
penambatan perahu, dan penyelesaian sengketa bagi hasil. Jabatan Panglima
Laot tidak dapat selalu dikaitkan dengan batas-batas mukim karena batas
kewenangan seorang Panglima Laot dikaitkan dengan batas pantai antara muara
denga sungai.*®

Panglima Laot dari segi gelar mempunyai keistimewaan tersendiri
menjadi pemimpin dalam lembaga adat laot, jabatan dan kekusaan yang keras
dan harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Prilaku nelayan yang
tumbuh dan berkembang di pesisir laut, memiliki karakteristik dan ciri khas
yang berbeda, tingkat emosional yang tinggi tetapi juga memiliki pola-pola
prilaku diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama
dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial yang mantap dan masyarakat
terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebuah entitas sosial, masyarakat
nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat
lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah atau di daerah dataran rendah,

dan perkotaan.®’

3 Zulmansyah, “panglima laot dan pendampingan masyarakat nelayan”. Fakultas
Dakwah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2017. him. 33.

% Romi Agmal, “Adaptasi Buruh Nelayan Kelong Apung Pada Musim Paceklik Desa
Pengudang Kabupaten Bintan”, Jurnal Masyarakat Maritim, Vol .4, No. 1, 2020. him.38.
Diakses pada 05-oktober 2021.
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Menurut M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan T.Muttagin, hukum adat
laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu yaitu pada masa pemerintahan Sultan
Iskandar Muda (1607-1636).%® Hingga sejak saat itu hukum adat laot ditegakkan
oleh pemangku adat yang dinamakan Panglima Laot. Panglima Laot adalah
perpanjangan tanga sultan Iskandar Muda memungut pajak dan memobilisasi
massa dalam peperangan. Dalam buku “Aceh di Mata Kolonial” menyebutkan
bahwa Panglima Laot yang ada saat ini bukan lagi perpanjangan tangan Sultan
melainkan pemimpin adat masyarakat nelayan dan mengatur segala hal ihwal
yang berkaitan dengan kelautan, sesuai dengan batas wilayah nya.*

Dengan demikian, dilihat dari sejarah kebangunannya, Panglima Laot
sudah memberlakukan adat laut di Aceh sejak 400 tahun yang lalu. Dengan
sejarah panjang, wajar masalah adat laot adalah sesuatu yang sudah
berkehidupan dengan masyarakat nelayan di Aceh. Akim Nya’Pha menyebutkan
di samping mengatur penangkapan ikan, Panglima Laot juga mengatur tentang
larangan pengrusakan lingkungan laut, serta adanya pantang laot di hari-hari
tertentu berimplikasi kepada berjalannya ekosistem.*?

Menurut Hoesein Djajadiningrat Panglima Laot juga menjadi kepala
sebuah Lhok atau kuala teluk yang mengepalai sejumlah pukat ikan dan pilih
melalui pawang pukat atas persetujuan dari kepela Negri. Pelabuhan yang

menjadi tempat labuhan perahu nelayan menurut sejarah menjadi tempat

%8 Adli Abdullah M,Sulaiman Tripa dan T. Muttagin Mansur,; Eksistensi Panglima
Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh, Cet. I, Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, hlm.7. Diakses
pada tanggal 15 agustus 2021

% Fazriah Amfar, Adwani dan Mujibussalim, “Pelaksanaa Tugas dan Fungsi Panglima
Laot di Kota Sabang”, Vol.3, No. 4, November 2015.hlm. 14. diakses pada 29 September 2021

* M.Adli Abdullah, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, dkk, ; Aceh, Kebudayaan, Tepi
Laut, Dan Pembangunan, sumber [I: http://tequhdh.wordpress.com http://acehmail.com
http://bisnisaceh.comhttp://acehpoegeutanyoe.blogspot.comhttp://pariwisata76.wordpress.com
hal.125. September 2014. Diakses pada tanggal 04 Maret 2022.
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bertemunya beberapa kehidupan masyarakat Aceh dibidang ekonomi, politik,
agama dan budaya.*!

Panglima Laot menjadi salah satu warisan Aceh yang berasal dari
warisan budaya islam di Aceh pada awalnya memiliki fungsi strategis di
wilayah pesisir dan sekarang bertugas sebagai nahkoda bagi masyarakat nelayan
Aceh. Masyarakat adat aceh memandang Panglima Laot memiliki peranan
penting sebagai pemimpin lembaga adat berkuasa mengatur dalam eksploitasi
lingkungan laut yang berada di wilayah kekuasaanya. Kekuasaan yang bersifat
otonom sehingga tidak bergantung pada ketentuan pihak lembaga lain, dimana
kekuasaan panglima laut mencangkup tiga bidang keamanan di laut, bidang
sosial warga, persekutuan dan bidang pemeliharaan lingkungan laut.

2.4. Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot

Lembaga adat Panglima Laot merupakan salah satu dari 13 lembaga adat
yang diamanahkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan
berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan,
ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah
sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Syamsuddin Daud,dkk. Dalam bukunya menjelaskan bahwa kedudukan
Panglima Laot bukan merupakan bagian dari pemerintah desa, tapi merupakan
suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, dimana Kepala Desa tidak
turut serta dalam Lembaga Adat Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot. Pada

* T, Mohd Djuned, Kedudukan Panglima Loat dalam Hukum Positif di Indonesia,
Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh, Sabang, 19-20 Maret, 2001, him. 3. Diakses pada
tanggal 4 Maret 2022.
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masa sekarang, Panglima Laot sebagaimana hakikatnya, paling tidak memiliki
empat kekuasaan,*? yaitu:
1. Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang
digunakan.
2. Kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot.
3. Kekuasaan yang berkaitan dengan masalah adminitrasi, khususnya
tentang keberadaan syahbanda, tentang pengaturan adminitrasi nelayan.
4. Kekuasaan masalah sosial.

Dalam kepemimpinan memiliki tugas dan fungsi, adapun tugas pokok
dalam kepemimpinan yaitu melaksanakan fungsi manajemen vyaitu:
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengevaluasi, mengambil
keputusan, menetapkan sasaran, menyusun, mengkoordinasi kegiatan,
mendorong (memotivasi bawahan), menciptakan iklim kerja yang baik dan
harmonis, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Sama
halnya dengan Panglima Laot sebagai pemimpin adat laot memiliki fungsi,
yaitu :

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan

2. Penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan

3. Mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan
perikanan dan kelautan.

Lembaga adat Panglima Laot merupakan kelembagaan adat yang
berfungsi sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan dalam melakukan
pengelolaan perikanan di pesisir Aceh. Panglima Laot memiliki wewenang
secara de jure untuk menentukan hak dalam mengakses area penangkapan dan
penggunaan alat tangkap, larangan menangkap pada hari keagamaan, inisiatif

pencarian terhadap nelayan yang hilang, menentukan tuntutan ganti rugi dalam

2 Rahmat Fitrah, “Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat
Nelayan”, Jurnal Ius Civile, Vol.1, No.1, (2017), hal.08, diakses pada tanggal 03 desember
2012,
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kecelakaan kapal penangkapan, dan penengah apabila terjadi perselisihan antara
nelayan.*

Panglima Laot secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal
yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan, namun Panglima Laot juga
memiliki batas-batas tertentu dalam melaksanakan aturannya. Batas-batas
wilayah kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok merujuk pada
wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin
olen Panglima Laot Lhok. Lhok juga dapat dikatakan sebagai teluk, muara,
tepian pantai, atau terusan yang menjorok kearah darat. Berdasarkan Qanun
Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semua Panglima Laot Lhok
berada di bawah koordinasi Panglima Laot Kabupaten/Kota. Kemudian seluruh
Panglima Laot Kabupaten/Kota akan diketuai oleh Panglima Laot Aceh.**
Tugas Panglima Laot sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat :

1) Panglima Laot Lhok atau nama lain mempunyai tugas :

a. Melaksanakan memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat

dan hukum adat Laot.

b. Membantu pemerintah dalam perikanan dan kelautan.

c. Menyelesaikan sengketa dan perselisinan yang terjadi diantara

nelayan sesuai ketetuan hukum adat Laot.

d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut.

e. Memperjuangkan tarif hidup masyarakat nelayan.

f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

3 Baskoro Pakusadewo a, Akhmad Solihin ab, Ernani Lubis. “Peran Kelembagan
Panglima Laot Di Kota Sabang Dalam Mewujudkan Perikanan Tangkap Yang Berkelanjutan”.
Coastal And Ocean Journal. Vol.1, Desember.2017, hal.100.

* Annisa Mutia Pranita, Elly Irhana Savitri, Gaffar Mu’aqaffi,dkk. “Peran Panglima
Laot Dalam Uaya Mewujudkan Ecological Security Di Aceh”, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021,
hal.133.
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2)

3)

Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
yang bersifat lintas Lhok atau nama lain.

b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok atau nama lain.

Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a yang berisi lintas Kab/Kota

b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta
memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di
negara lain dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Laot.

¢. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

Secara umum, peran dan fungsi Panglima Laot berwenang mengatur

segala urusan/tatacara adat laot dalam hak hak dan kewajiban yang berkaitan

dengan penangkapan ikan dan dan penjualannya sampai ke tingkat pasar.®

Kewenangan yang dimiliki Panglima Laot dibidang pengembangan, penegakan

adat laot, peraturann-peraturan di laut, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan

peradilan adat laut.*® Wewenang, Panglima Laot telah dituangkan pada Pasal 28
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

1.

Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk
menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut

Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan
nelayan

Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Ihok atau

nama lain dan

* Gita Ramadayanti, “Peran Dan Fungsi Panglima Laot Di Semeulue Ditinjau

Menurut Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat”, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019. him.27. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021.

% Raihan, Mulyadi A, “Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian

Antar Nelayan Di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan” Al-ldarah, VVol.1, No.1,
Januari-Juni 2017. HIm. 89.
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4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber
daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk
peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selain merupakan tokoh, Panglima Laot juga sekaligus merupakan
istilah untuk lembaga hukum adat tradisional di masyarakat pesisir Aceh yang
mengurusi segala hal; terkait aktivitas penangkapan ikan, termasuk aturan-
aturan penangkapan dan adat sosial diantara para nelayan. Dalam hal
penangkapan ikan, nelayan luar yang ingin bersandar atau menangkap ikan di
dalam wilayah lhok, Panglima Laot harus mengikuti aturan-aturan tersebut.
Kewenangan inilah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota untuk
mendelegasikan kegiatan-kegiatan dalam melakukan pengelolaan perikanan
meskipun terdapat berbagai faktor yang membatasi pengelolaan perikanan.

Sebagai pemimpin adat laut yang juga bertugas mengkoordinasi satu
atau lebih wilayah operasional nelayan dan minimal satu pemukiman. Dalam
melaksanakan fungsinya Panglima Laot memiliki wewenang sesuai dengan
tingkatan dan hirarkhinya. Tugas Panglima Laot di antaranya :

1. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat istiadat

2. Mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di
laut

3. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama
anggota nelayan atau kelompoknya

4. Peranan dalam menyelenggarakan upacara adat laot
Peranan dalam menjaga/mengawasi pohon-pohon di tepi pantai

6. Penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima Laot.
Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporan untuk

menjaga lingkungan laut. Jika seorang nelayan atau anggota masyarakat lainnya
melihat ada oknum yang melanggar lingkungan hidup, maka pelanggaran
tersebut harus dilaporkan segera pada Panglima laot atau kepada pihak yang

berwajib. Panglima Laot secara kelembagaan mengatur pengelolaan lingkungan
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laut dengan aturan selain memuat larangan juga mengatur cara orang bertindak
terhadap lingkungan dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kewenangan
yang dimilikinya. Pengaturan seperti itu membawa konsekuensi lebih efektifnya
berlaku hukum atas pengelolaan lingkungan laut di wilayah Aceh.*’

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa eksistensi
Panglima Laot dalam lembaga adat bertugas menjadi pemimpin dalam bidang
kelautan, berfungsi dalam pengaturan penangkapan ikan, berwewenang untuk
menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar nelayan, menetapkan sanksi
kepada nelayan yang melanggar hukum adat laut. Selain itu, laut Aceh juga
tidak lepas dari Kearifan Lokal yang terkandung di dalamnya, dalam penetapan
larangan melaut serta sangsi yang terkandung di dalamnya. Pada hari pantang
melaut dimana nelayan dilarang untuk melakukan operasi di laut/penangkapan
ikan dan sejenisnya tujuan nya adalah untuk mengistirahatkan laut, agar terumbu
karang dan ikan-ikan kecil dapat tumbuh. Lima hari pantang melaut yang telah
diatur dalam aturan laut Aceh mengandung sanksi adat dari pemerintahan
setempat, hanya hari jumat yang mendapat sanksi tegas dari pemerintahan
dengan adanya penetapan denda sesuai kesepakatan masyarakat setempat
sedangkan hari lainnya hanya mendapatkan sanksi sosial.

Seperti halnya di daerah Aceh, masing-masing desa telah menentapkan
sanksi tentang peraturan tersebut dan harusnya dapat dijalankan sebagaimana
mestinya. Sektor kelautan menjadi potensi pangan yang besar yang digunakan
dengan berbasis kearifan lokal, tradisi harus dilestarikan dan tidak dapat
diabaikan dalam setiap langkah-langkah mengeksplorasi potensi kemaritiman
Aceh, agar dapat mengoptimalkan fungsi kelautan Aceh dengan sebaik-baiknya

tanpa mengabaikan tradisi masyarakat yang ada di dalamnya.

" Rahmat Rizqi , Domu Simbolon, Mustaruddin. “Interaksi Kebujakan Perikanan
Tangkap Dan Kearifan Lokal D Perairan Utara Aceh”, Albacore,Vol.I, No 3, Oktober
2017,hal.260. diakses pada 29 november 2021.
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BAB TIGA
PERAN PANGLIMA LAOT TERHADAP PENERAPAN
LARANGAN MELAUT PADA HARI JUM’AT DITINJAU
DALAM QANUN NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA
ADAT DI PULAU BANYAK BARAT

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Banyak Barat

Pulau Banyak Barat merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten
Aceh Singkil, Aceh, Indonesia, yang dimekarkan dari Pulau Banyak. Pulau
Tuangku adalah pulau terbesar dan yang kedua adalah Pulau Bangkaru yang
merupakan wilayah kecamatan Pulau Banyak Barat, ibu kota kecamatan
terdapat di Haloban. Pada tahun 2010 pemerintah kabupaten Aceh Singkil
mengeluarkan keputusan mempersiapkan pemekaran Kecamatan Pulau Banyak
menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dengan ibu kota
Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan ibu kotanya Haloban,
Selang beberapa waktu tepat pada 17 Agustus 2010 ditetapkan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan
Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.*®

Deretan pulau-pulau kecil mengelilingi Pulau Banyak Barat hingga
sampai ke Pulau Banyak. Pulau Banyak Barat yang terdiri dari gugusan pulau-
pulau berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya diujung sebelah
Barat pulau Sumatra. Gunung Tiusa yang merupakan satu-satunya gunung yang
ada di Pulau Banyak Barat memiliki ketinggian 300 meter dengan kemiringan
75° sampai 90°% Pulau Banyak Barat memiliki luas wilayah 278,63 km? dan
lautnya seluas sekitar 200.000 Ha dengan satu kemukiman dan empat Desa
yaitu: Haloban, Asantola, Ujung Sialit dan Suka Makmur. Adapun batas
kecamatan Pulau Banyak Barat sebagai berikut :

*8 Edi Yuhermansyah, Meri Andani “Tanggapan Masyarakat Pulau Banyak Terhadap
Pemberlakukan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat” , Legitimasi, Vol. VII. No. 1,
Januari-Juni 2018.
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a. Utara dengan lautan Indonesia
b. Selatan dengan lautan Indonesia
c. Barat dengan lautan Indonesia
d. Timur dengan kemukiman laut Salapan.*’
Jumlah Jumlah Penduduk
No | Nama Desa
Rumah KK LK PR Jumlah Jiwa
1. Haloban 270 229 464 447 911 Jiwa
2. Asantola 200 203 441 395 836 Jiwa
3. | Ujung Sialit 550 243 614 620 1.234 Jiwa
4. | Suka Makmur | 179 69 170 104 274 Jiwa
Jumlah 1.199 771 1.689 1.566 2.707 Jiwa

Table 1 Jumlah Penduduk Pulau Banyak Barat

Desa Ujung Sialit mayoritasnya memeluk agama Kristen sedangkan
Desa Haloban, Asantola dan Suka Makmur memeluk agama Islam. Kecamatan
Pulau Banyak Barat terletak di wilayah pesisir dengan keragaman etnis dan suku
(Melayu, Haloban, Aceh, Nias). Meskipun hasil kekayaan laut melimpah
nelayan Pulau Banyak Barat masih melakukan penangkapan ikan dengan alat
sederhana seperti : jaring/jala, Bubu yang terbuat dari rotan/bambu, dan rawai.
Mayoritas masyarakat yang menjadikan laut sebagai tempat pencaharian nafkah
tergolong sedikit sulit sebab melakukan penagkapan ikan dengan alat yang

sederhana sehingga hasil tangkapan relatif sedikit.

*% Hasil wawancara dengan Ali Hasmi selaku Staf Kantor Camat Pulau Banyak Barat
yang mewakili Camat Pulau Banyak Barat, 14 Desember 2021, pukul 09.42 di kator camat.

43




3.2. Larangan Melaut Pada Hari Jumat

Hari Pantang Melaut pada hari Jumat yang ujung-ujungnya bertujuan
kepada nilai religious dan keharusan masyarakat nelayan membangun dan
membina hubungan dengan makhluk dan lingkungan dalam rangka berjalannya
proses interaksi yang saling membutuhkan secara terus-menerus. Hukum Adat
Laot di Aceh yang dijaga oleh panglima laot memiliki dua unsur yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu
diindahkan oleh masyarakat nelayan di Aceh.

2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada masyarakat
nelayan Aceh bahwa adat ini punya nilai-nilai sakral dan mempunyai
kekuatan hukum.

Pada dasarnya larangan melaut pada hari Jumat bukanlah sebuah
peraturan yang baru, peraturan tersebut telah diatur dan menjadi warisan hukum
adat laot di Aceh, beberapa faktor penyebab nelayan Pulau Banyak Barat melaut
pada hari Jumat :

- Perekonomian sulit

- Pemanfaatan cuaca yang tidak stabil

- Kelimpahan ikan tidak menentu
Mayoritas pencaharian masyarakat pesisir adalah nelayan, dalam

pembagiannya terdapat dua kategori nelayan yaitu nelayan pemilik dan nelayan
buruh (ABK). Nelayan pemilik juga sering disebut sebagai Juragan yang
memiliki perahu dan alat tangkap ikan. Sedangkan nelayan buruh adalah
nelayan yang ikut serta melaut dengan nelayan pemilik.

Dalam masing-masing kelompok nelayan mempunyai aturan tersendiri
untuk mengatur setiap hal dalam penggunaan sumber daya alamnya. Umumnya
setiap aturan yang diberlakukan berasal dari sebuah permasalahan yang muncul
di tengah kehidupan masyarakat. Biasanya sering muncul permasalahan
sengketa dan kearifan lokal dan semua bentuk pengetahuan, keyakinan,

pemahaman atau wawasan serta adat dan kebiasan atau etika yang menuntun
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semua perilaku manusia atau anggota masyarakat dalam kehidupan di dalam

suatu komunitas ekologis.

Daftar Nama Desa
No. Nama o Keterangan
Bulan Asantola | Haloban | U.Sialit | S.Makmur
Tahun 2020
1. Januari 1 3 2 1 Pelan;garan
2. Februari - 1 4 1 Pelanggaran
7
3. Maret 2 - 2 3 Pelanggaran
4, April - - - - Nihil
. 5
> L 2 | 2 1 Pelanggaran
: 4
S Al ) - 1 1 Pelanggaran
7 Juli ; 3 2 ; 2
| Pelanggaran
5
8. Agustus s - 3 y Pelanggaran
2
9. | September - 1 - 1 Pelanggaran
10. Oktober - 2 3 3 Pelanggaran
11. | November - - 2 3 Pelanggaran
12. | Desember - - - - Nihil

Table 2 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Larangan Melaut Pada Hari Jumat
Sebelum Sanksi Rembuk Adat Di Berlakukan

Penyelesaian perkara larangan melaut pada hari Jumat dalam tabel 2
diatas dilakukan oleh Panglima Laot dengan sanksi yang berbeda-beda yang
telah ditetapkan masing-masing desa di Pulau Banyak Barat, sebelum adanya
sanksi Rembuk Adat. Larangan melaut pada hari Jumat dalam peraturan adat di
Pulau Banyak Barat memuat seluruh larangan yang diatur dalam Qanun Aceh

No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sesuai yang tertuang dalam pasal 28
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Ayat (1) huruf a yaitu: “Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau
meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut”,
namun di Kecamatan Pulau Banyak Barat nelayan yang masih berada di laut
pada hari jumat dan tidak melakukan kegiatan pengoperasian laut seperti
penangkapan ikan dan lain-lain, nelayan tersebut sebaiknya berada di pinggir
laut sampai waktu pelarangan itu selesai, sebab kebanyakan nelayan melaut
dengan rentan waktu cukup lama untuk kembali ke daratan.

Hasil wawancara dengan Lasmizar®® selaku ketua MAA Pulau Banyak
Barat menyebutkan bahwa seharusnya aturan larangan melaut pada hari Jumat
bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati melainkan mempunyai alasan
lain, baik dari segi sumber daya laut maupun dari segi kepercayaan, jika
masyarakat melaut pada hari jumat selain melanggar aturan dari pemerintah juga
melanggar aturan dari Allah SWT, karena tidak dapat melaksanakan ibadah
sholat Jumat. Sebaiknya hari jumat digunakan sebagai hari libur para nelayan
untuk memeriksa perahu dan pembersihan alat tangkap.
3.3. Peran Pengawasan Panglima Laot Terhadap Kegiatan Melaut Pada Hari

Jumat

Wilayah laut Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas sekitar
200.000 Ha, Wilayah kepemimpinan Panglima Laot berbatas pada satuan
lokasi, merujuk pada satuan lokasi pesisir pantai dimana nelayan melabuhkan
perahu, bertempat tinggal dan menjual ikan. Panglima Laot yang merupakan
pemimpin dalam sebuah organisasi harus melakukan pendekatan terhadap
masyarakat nelayan bahkan harus pandai dalam mengambil hati masyarakat
nelayan agar mudah dalam mengarahkan dan membimbing nelayan dalam
mencapai sebuah tujuan yang diingikan organisasi. Dalam mengawasi
pelaksanaan adat sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Panglima Laot Lhok
Pulau Banyak Barat melakukan pengawasan untuk menjaga ketentraman

% Hasil wawancara dengan Lasmizar Ketua MAA Pulau Banyak Barat 15 Desember
2021, pukul 19:20 di Desa Haloban Pulau Banyak Barat.
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nelayan dan pelestarian laut dibagi menurut batas wilayah lautnya masing-
masing, dalam artian setiap desa mamiliki satu Panglima Laot yang dijadikan
sebagai ketua pemimpin peradilan adat laot serta berwewenang dalam penetapan
dan pemberlakuan peraturan adat laot termasuk menjadi penengah dalam
penyelesaian sengketa laut, jika terjadi musibah laut dan kegiatan lainnya yang
berhubungan dengan laut.

Panglima Laot Pulau Banyak Barat melakukan Razia Laut sebagali
bentuk mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, Razia Laut bertujuan
untuk memantau laut dari masyarakat setempat ataupun masyarakat dari daerah
luar yang melanggar aturan laut seperti melakukan pengeboman ikan di laut dan
melaut pada hari pantang melaut, sekaligus Panglima Laot melakukan
pembersihan pesisir pantai, biasanya Razia Laut dilakukan pada sore kamis
pukul 16:00 sampai 04:30 pagi Jumat. Razia Laut dilakukan dengan cara
mengelilingi seluruh pesisir wilayah laut yang menjadi wewenang daerahnya
dengan menggunakan Speed Boat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Igbal®

selaku wakil Panglima
Laot Desa Asantola mengatakan bahwa Razia Laut biasanya dilakukan dengan
cara Razia Gabungan (Panglima Laot Desa Haloban, Asantola, Ujung Sialit dan
ada juga dari pihak kepolisian) sedangkan Desa Suka Makmur tidak diikut
sertakan sebab wilayah laut yang tergolong tidak luas yang dapat di jangkau
oleh perangkat Panglima Laot Setempat. Razia Laut tersebut dilakukan dengan
tiga kali patroli dalam tiga belas jam, dimulai dari daerah tempat nelayan
melabuhkan perahu sampai dengan ujung Batas wilayah Laut dari ketiga Desa
tersebut kemudian kembali lagi ketempat nelayan melabuhkan perahu. Satu jam
pertama panglima laot biasanya melakukan pembersihan pantai dan pengecekan
nama-nama nelayan yang telah pulang dari melaut dengan cara meminta daftar

nama masyarakat yang telah menjual ikannya di TPl (Tempat Penjualan lkan)

! Wawancara dengan Igbal selaku wakil Panglima Laot yang berkediaman di Desa
Asantola, 14 Desember 2021, pukul 19:30 di Pulau Banyak Barat.
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bertujuan untuk mengetahui masyarakat nelayan yang telah kembali ke daratan.
Hal ini dilakukan supaya memudahkan panglima laot dalam melakukan Razia
laut pada malam jumat.

Tugas Panglima Laot memang tidak mudah semua hal yang terjadi di
laut hingga 70 Meter dari bibir pantai akan menjadi tanggung jawabnya, selain
menegakkan kepatuhan nelayan terhadap aturan laut, pasal 28 ayat (2) huruf d
menyebutkan Panglima Laot juga bertugas menjaga dan melestarikan fungsi
lingkungan kawasan pesisir, serta bertugas dalam mengamankan kawasan laut
dari ancaman pihak eksternal.

Hasil wawancara dengan Musa® selaku Panglima Laot Desa Asantola
mengatakan bahwa pernah melakukan penyitaan barang milik nelayan berasal
dari luar Pulau Banyak Barat yang melakukan pelanggaran melaut pada malam
Jumat, pada saat sedang berpatroli ada Boat nelayan dari Nias yang sedang
beroperasi, kemudian dilakukan penyitaan mesin Gangset dan beberapa jaring
nelayan yang kira-kira ukurannya muat dalam Speed Boat.

Selain itu, ada juga kasus pencurian ikan dari Bubu yang dibuat dari
rotan yang biasanya diletakkan di tepi rawa dan dibiarkan dalam dua atau tiga
setelah itu baru dipanen hasilnya dan dijual, Kemudian masyarakat yang
mengambil hasil dari Bubu orang lain yang dinamakan pencurian ikan ini tentu
saja membuat nelayan yang dirugikan keberatan dan melapor kepada Panglima
Laot setempat, biasanya jika pelakunya tertangkap dan terbukti melakukan
pencurian akan dikenakan sanksi beragam mulai dari teguran, ganti rugi, dan
penyitaan kapal.

Seperti yang di ungkapkan Firman®? selaku Panglima Laot didesa Suka

makmur bahwa pernah menyelesaikan kasus pencurian ikan seperti demikian

>> Wawancara dengan Musa Panglima Laot yang berkediaman di Desa Asantola, 14
Desember 2021, pukul 19:30 di Pulau Banyak Barat.

> Wawancara dengan Firman selaku Panglima Laot yang berkediaman di Desa Suka
Makmur, 16 Desember 2021, pukul 09:20 di Desa Suka Makmur Pulau Banyak Barat.
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penyelesaiannya dilakukan dengan cara ganti rugi sebanyak lima ratus ribu
rupiah kepada nelayan yang dirugikan, kemudian memberikan nasehat dan
teguran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam menjaga
kedamaian antar nelayan biasanya Panglima Laot melakukan beberapa cara :

a. Melakukan pendekatan dan bergaul dengan masyarakat nelayan
setempat, juga sering melakukan musyawarah jika dalam setiap kegiatan
dan kesempatan. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat nelayan yang
wataknya tergolong keras dapat memberikan kepercayaan kepada
Panglima Laot sehingga masyarakat dapat menyampaikan hal-hal yang
perlu disampaikan, Panglima Laot juga dapat menyampaikan pesan dan
menjaga perkataannya agar masyarakat tidak tersinggung.

b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat nelayan tentang adat laut
seperti larangan melaut pada hari pantang melaut. Adat sosial, seperti
tejadinya musibah tenggelam nelayan di laut, Kerusakan kapal, Barang
hanyut, Pemeliharaan lingkungan dan kenduri laot. Selanjutnya dalam
izin penangkapan ikan nelayan dari luar harus meminta izin kepada
panglima laot setempat. Dalam kerangka hukum Nasional setiap nelayan
harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang
dikeluarkan oleh Syahbandar dan Dinas Perikanan dan Kelautan
setempat dengan rekomendasi dari panglima laot.>

c. Menjadi penengah jika terjadi masalah antar nelayan. Jika hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi Panglima Laot harus segera turun tangan dan
menyelesaikannya secara tertib dan damai. Disisi lain Panglima Laot
juga mengingatkan kepada nelayan yang bersengketa agar saling
memaafkan dan berjanji agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam permasalahan laut yang tergolong rumit Panglima Laot juga

>* Edi Yuhermansyah, Meri Andani “Tanggapan Masyarakat Pulau Banyak Terhadap
Pemberlakukan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat” , Legitimasi , Vol. VII. No. 1,
Januari-Juni 2018. Hal. 99.
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harus meminta saran dengan Keuchik, Mukim, Ketua MAA dalam
penyelesaiannya seperti kasus adanya mayat hanyut yang ditemukan di
daerah pesisir pantai wilayahnya.

Berupaya memberikan fasilitas bagi nelayan seperti tambahan alat-alat
melaut (Jaring, Mesin, Jala, Perahu, dll) yang didapatkan dari Dinas
Kelautan dan dibagikan kepada nelayan agar nelayan bersemangat dalam
bekerja.

Memberikan sanksi secara merata dan seadil-adilnya bagi masyarakat
yang ~mencoba terus mengulangi kenakalan dalam melakukan
pelanggaran laut. Dengan melakukan teguran ringan bagi masyarakat
yang kali pertama melakukan pelanggaran laut berupa nasehat dan kritik
berupaya supaya nelayan sadar atas kesalahannya, kemudian
memberikan teguran keras bagi nelayan yang masih mengulangi
kesalahan yang sama bahkan mempengaruhi nelayan lain untuk
melakukan kesalahan tersebut, teguran keras yang dilakukan Panglima
Laot berupa ancaman tidak mendapatkan fasilitas laut dari Dinas
Kelautan. Selanjutnya melakukan sanksi keras bagi nelayan yang
melakukan kesalahan yang fatal dan merugikan orang lain dengan denda
uang minimal dua juta rupiah atau lebih.

Umumnya kelima cara diatas dilakukan oleh setiap Panglima Laot yang

di pesisir pantai Aceh. Pemimpin sidang dalam penyelesaian sengketa hanya

menjatuhkan putusan yang telah diputuskan melalui mufakat dengan komponen

persidangan. Pasal 28 Ayat (2) mnyebutkan Panglima Laot selain sebagai

pendamping masyarakat Panglima Laot juga mempunyai tugas dalam

pengawasan sumber daya kelautan. Manurut Mirwansyah> selaku Mukim di

Pulau Banyak Barat ada beberapa pengawasan Panglima Laot di Pulau Banyak

Barat diantaranya :

>>Wawancara dengan Mirwansyah selaku Mukim yang berkediaman di Desa Asantola

Pulau Banyak Barat 15 Desember 2021, pukul 19:20 di Pulau Banyak Barat.
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1. Memeriksa alat tangkap ikan nelayan agar tidak melakukan penangkapan
ikan dengan alat yang dilarang, seperti Pukat Harimau/Trawl yang
menghancurkan lebih banyak habitat dari pada praktik penangkapan
ikannya, karena ketika pukat Harimau ditarik semua yang ada dijalurnya
akan terseret termasuk terumbu karang dan ikan-ikan kecil didalamnya.

2. Melakukan Razia Laut/berpatroli wilayah laut untuk memantau adanya
nelayan yang melanggar aturan melaut pada hari Jumat.

3. Menjaga wilayah lautnya dari hal-hal yang dapat merusak terumbu
karang dan Bakau, seperti melakukan pembersihan pantai dan
mengumpulkan sampah yang berserakan di tepian pantai.

4. Menjaga perahu nelayan dari adanya pencurian alat-alat perahu atau
minyak bensin nelayan yang sengaja diisi dalam tangki minyak pada
malam hari untuk digunakan turun melaut besok pagi.

3.4. Peradilan Adat Laut

Kewenangan vyang diberikan kepada lembaga peradilan adat
gampong/desa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar warga,
permasalahan dalam keluarga, warisan dan sengketa pertanahan setiap perkara
yang telah diselesaikan oleh lembaga peradilan adat gampong tidak dapat lagi
diproses di peradilan umum, karena setiap putusan peradilan adat gampong
bersifat final dan mengikat. Namun jika perkara tersebut diproses kembali dalam
peradilan umum, surat putusan peradilan adat gampong dapat dijadikan salah
satu bukti.

Dalam pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat dinyatakan bahwa penegak hukum
memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu
secara adat gampong, namun tidak seluruh perkara dapat diselesaikan oleh
peradilan adat gampong. Terdapat 18 jenis sengketa/perselisinan yang dapat
diselesaikan secara adat yaitu:

1) Perselisihan dalam rumah tangga
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
Perselisihan antar warga

Khalwat meusum

Perselisihan tentang hak milik

Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
Perselisihan harta sehareukat

Pencurian ringan

Pencurian ternak peliharaan

10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan

11) Persengketaan di laut

12) Persengketaan di pasar

13) Penganiayaan ringan

14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)

15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik

16) Pencemaran lingkungan (skala ringan)

17) Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman)

18) Peselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Dan Istiadat, pada pasal 16 ayat (1)

yang mengatakan bahwa penyelesaian dilakukan oleh lembaga adat di tingkat

Gampong, Mukim, dan Lembaga Adat Laot. Dalam menyelesaikan sengketa

adat mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut:

a.
b.

C.

Penerimaan laporan/pengaduan

Perlindungan para pihak

Koordinasi dan gelar perkara ditingkat gampong

Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk
perkara

Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat

kejadian
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Penentuan keputusan penyelesaian kasus

Mediasi dan lobi para pihak

> @

Sidang adat dan rapat pengambilan keputusan

Penyampaian atau pengumuman keputusan
j. Penandatangan lembar berita acara penyelesaian peardilan adat
k. Pelaksanaan putusan dan pemulihan
l.  Pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.*®

Mekanisme dalam penerapan sanksi larangan melaut pada hari Jumat
bagi masyarakat dalam peradilan adat laut nelayan Pulau Banyak Barat sesuai
dengan hasil wawancara bersama Musa®’ Panglima Laot Asantola menyebutkan
bahwa:

1. Adanya laporan pelanggaran laut dari masyarakat

2. Adanya barang bukti

3. Pihak yang berperkara dihadirkan di persidangan adat

4. Pengambilan putusan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah.

Dalam persidangan penerapan sanksi larangan melaut pada hari Jumat
Mukim berperan sebagai Pemimpin sidang, Panglima Laot sebagai saksi,
sedangkan Camat, Keuchik dan Aparat Keamanan berperan sebagai pendamping
sidang dan masyarakat sebagai peserta sidang.

3.5. Penerapan sanksi larangan melaut pada hari Jumat menurut Qanun Aceh
No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Setiap peraturan yang telah ditetapkan memuat sanksi, Sanksi adat yang
telah ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat sebagai berikut: nasehat, teguran,

pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti rugi, dikucilkan oleh masyarakat

% Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Melalui
Peradilan Gampong Dispute Settlement Through Gampong Court”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 21, No. 1, (April, 2019),hal.69. diakses pada tanggal 9 desember 2021.

> Wawancara dengan Musa Panglima Laot yang berkediaman di Desa Asantola Pulau
Banyak Barat 14 Desember 2021, pukul 19:30 di Pulau Banyak Barat.
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gampong, pencabutan gelar adat, bentuk sanksi lainnya sesuai adat setempat.
Pasal 28 ayat (1) huruf a Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
menjelaskan bahwa wewenang Panglima Laot adalah menentukan tata tertib
penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-
hari pantang melaut. Selanjutnya dalam Qanun Aceh tersebut juga mengatur
Larangan penangkapan ikan secara llegal.

Dalam keputusan Panglima Laot se-Aceh pada tanggal 6-7 juni 2000
disepakati enam jenis Uroe Pantang Laot (Hari Pantang Melaut) di Aceh, yaitu:
kenduri laut, hari jumat, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari
kemerdekaan 17 agustus 1945, dan 26 desember 2004/tsunami (hari yang
ditambah setelah musyawarah kedua panglima laot di Banda Aceh). Berbagai
aturan pelarangan melaut bukan tanpa alasan, dengan adanya kegiatan untuk
tidak turun melaut dalam sisi kelestarian biota laut dapat menjaga masa depan
laut, melestarikan terumbu karang dan istilah lain juga menyebutkan larangan
hari pantang melaut bertujuan untuk pengistirahatan laut.

Peranan Panglima Laot sangat penting bagi masa depan laut, bertujuan
untuk peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan keluar dari kemiskinan,
namun peranan Panglima Laot di Pulau Banyak Barat belum sepenuhnya
berjalan dengan lancar terlebih lagi dalam penerapan sanksi larangan melaut
pada hari Jumat. Kurangnya sosialisasi tentang biota laut di tengah masyarakat
nelayan juga dapat menimbulkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap laut,
meskipun pada umumnya seluruh masyarakat telah mengetahui adanya larangan
tersebut.

Hasil wawancara dengan Mufliadi® selaku kepala Desa Asantola
mengatakan bahwa masyarakat telah mengakui adanya sanksi dalam larangan
melaut pada hari Jumat bahkan dalam persidangan adat Kepulauan Banyak
(terdiri dari Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat) yang dilaksanakan di Pulau

>% Wawancara dengan Mufliadi selaku Kepala Desa Asantola, 14 Desember 2021, pukul
10:30 di kantor Desa Asantola.
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Banyak pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 telah menetapkan kembali
sanksi bagi masyarakat yang melanggar larangan melaut pada hari Jumat,
peradilan adat tersebut dihadiri oleh Camat dari dua kecamatan, Mukim, Ketua
MAA, Kepala Desa dan Panglima Laot, selanjutnya keputusan terhadap sanski
yang telah ditetapkan disetujui secara bersama-sama dan berlaku secara merata
bagi seluruh masyarakat Kepulauan Banyak dan masyarakat nelayan dari luar
daerah yang melaut di wilayah Kepulauan Banyak.

Sesuai dengan hasil keputusan rembuk adat masyarakat Kepulauan
Banyak, memuat sanksi terhadap larangan melaut pada hari Jumat, yaitu :
“Larangan melaut di malam jum’at, larangan berlaku mulai dari terbenam
matahari sampai selesai shalat jum’at. Apabila melanggar akan dikenakan
sanksi yaitu; hasil semua tangkapan akan disita dan dikenakan denda 1 (satu)
ekor kambing yang sudah layak di agigah .*°

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwanhia® selaku kepala Desa
Haloban mengatakan bahwa sebelum adanya putusan sanski larangan melaut
pada hari Jumat, sanksi yang berlaku di masing-masing Desa berbeda-beda,
yaitu:

a. Desa Haloban, membayar uang denda Dua Juta Rupiah dan semua
barang tangkapan disita

b. Desa Asantola, bagi masyarakat nelayan yang melaut pada hari Jumat
dikenakan sanksi mengambil pasir dan karang sebanyak sepuluh karung

dari dermaga hingga kedepan masjid serta melakukan gotong royong di

masjid tujuannya adalah untuk pembangunan dan pembersihan masjid

c. Desa Ujung Sialit, mendapatkan sanksi sosial dari masyaratkat tetangga

Gampong sebab mayoritas masyarakat tersebut menganut Agama

%° Hasil keputusan Rembuk Adat/Peradilan Adat Di Kepulaun Banyak (Pulau Banyak
dan Pulau Banyak Barat).

®% Wawancara dengan Irwanhia selaku Kepala Desa Haloban, 14 Desember 2021, pukul
11:30 di Kantor Desa Haloban.

55



Kristen sehingga di Desa Ujung Sialit tidak memuat adanya Denda bagi
yang melanggar aturan larangan melaut
d. Desa Suka Makmur, membayar denda sebanyak Empat Ratus Ribu

Rupiah dan memotong ayam sebanyak dua ekor untuk dibagikan kepada

fakir miskin dan anak yatim.

Menurut Samsuhadi®® selaku pemimpin sidang pada Rembuk adat
pengambilan putusan penerapan sanksi larangan melaut pada hari Jumat
menyebutkan Sanksi yang berbeda-beda dalam setiap desa dapat menimbulkan
ketidakseimbangan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat, sanksi yang
berbeda-beda tersebut tidak hanya di Kecamatan Pulau Banyak Barat tapi sama
halnya dengan Kecamatan Pulau Banyak, sehingga Pemerintah dari dua
Kecamatan tersebut bersepakat untuk melaksanakan Rembuk adat agar
menyamaratakan sanksi larangan melaut pada hari Jumat bagi setiap
masyarakat.

Wat 26 Nov - 2021
~. Jam 04 : 23

ulau Banyak Barat

Gambar 1.1 nelayan melaut pada malam Jumat

Ada beberapa alasan yang menjadi penghambat Panglima laot Pulau

Banyak Barat dalam penerapan sanksi, sebagai berikut:

®' Wawancara dengan Samsuhadi selaku pemimpin sidang putusan rembuk adat
larangan melaut pada hari Jumat, 13 Desember pukul 14:00 di Pulau Banyak.
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1. Karakteristik nelayan

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai sering
dijuluki dengan masyarakat pesisir yang cenderung berwatak Kkeras,
secara sosial dan budaya nelayan memiliki ciri terikat satu sama yang
lain, sifat keras dan terbuka tergantung kepada kelompoknya, selain itu
sehari-hari nelayan bergelut dengan laut yang penghasilan nya juga tidak
terkontrol, nelayan mampu bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat
baru di tengah laut bahkan menjalin hubungan kekeluargaan sehingga
tanpa disadari hal tersebut menjadikan nelayan memiliki karakter yang
tegas, keras, dan terbuka.

Berbeda dengan masyarakat yang hidup di pegunungan atau di
kota. Seperti petani, menghadapi sumberdaya yang terkontrol, yakni
pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang
relatif bisa diprediksi. Sedangkan nelayan hingga saat ini masih
menghadapi sumberdaya yang bersifat open access menyebabkan
nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil yang
maksimal. Nelayan bisa melakukan apapun demi kepentingan
kelompoknya, selain itu kelompok nelayan bisa berpengaruh antara satu
sama lain yang menyebabkan setiap regulasi atau peraturan yang dibuat
sedikit sulit untuk langsung diterapkan ditengah masyarakat ditambah
lagi kuatnya faktor nepotisme (kekeluargaan).

2. Ekonomi dan Cuaca

Bagi nelayan cuaca adalah hal utama, sebab untuk melaut cuaca
harus stabil. Jika cuaca mendukung setiap hari nelayan akan melaut,
namun jika cuaca memburuk seperti turun angin baratan (kencang)
nelayan tidak turun melaut. Dengan perekonomian yang sedikit sulit
belum lagi hasil laut yang tidak menentu, nelayan sangat bergantung

dengan cuaca.
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Masyarakat Pulau Banyak Barat mempercayai cuaca stabil setiap
hari Jumat, Misalnya angin turun pada hari Minggu, pada sore kamis
sampai hari Jumat cuaca kembali stabil. Seperti ungkapan Anhar selaku
Panglima Laot Haloban “Biasanya cuaca pada hari Jumat selalu stabil,
namun akhir-akhir ini sudah sulit membaca cuaca sebab angin baratan
sudah tidak tentu”®?. Hal yang seperti ini yang menjadi kesempatan bagi
nelayan untuk turun melaut. Perekonomian masyarakat Pulau Banyak
Barat tergolong menengah kebawah, bagi nelayan yang berani akan
turun melaut pada saat cuaca buruk itupun terpaksa karena menghidupi
keluarga.

3. Tidak mau menghadiri peradilan adat laut

Setiap ada kapal/boat yang melaut pada hari Jumat harusnya
dibawa kedaratan untuk dihadirkan di peradilan adat dalam penetapan
pemberlakuan sanksi, namun sebagian kapal/boat memilih untuk lari dan
tidak mau berhadapan dengan peradilan adat laut setempat. Mereka
beranggapan masalah akan rumit jika menghadiri peradilan adat tersebut,
oleh karena itu Panglima Laot menyita barang yang dianggap penting
oleh kapal/boat yang jumlahnya lebih dari denda adat. Menurut Igbal®®

tindakan yang seperti itu bukan konteks memeras oknum nelayan
melainkan cara agar nelayan jera dan berhadir di peradilan adat, jika
nelayan hadir barang yang disita akan dikembalikan namun nelayan
tersebut akan tetap mendapat sanksi adat.

Sebelum melakukan penyitaan Panglima Laot juga telah
memberikan surat perintah bahwa dilarang beroperasi di laut pada

malam Jumat bagi nelayan yang dari luar, sebelum melaut ke wilayah

®2 Wawancara dengan Anhar selaku Kepala Desa Haloban, 12 Desember 2021, pukul
14:30 di Pulau Banyak Barat.

® Wawancara dengan Igbal selaku wakil Panglima Laot yang berkediaman di Desa
Asantola Pulau Banyak Barat 14 Desember 2021, pukul 19:30 di Pulau Banyak Barat.
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Pulau Banyak Barat harus melapor kepada Panglima Laot agar diberikan
izin Melaut, karena jarak antara laut dan daratan tergolong cukup luas,
nelayan luar hanya meminta izin melalui komunikasi lewat Handpone,
kemudian ketika razia laut dilakukan Panglima Laot bertemu dengan
kapal/boat yang bersangkutan barulah di proses namun boat/kapal
tersebut tetap diperbolehkan beroperasi dalam konteks tidak melanggar
aturan yang berlaku.
4. Terlambat membayar denda adat

Ketetapan sanksi yang telah mengikat seluruh nelayan Pulau
Banyak Barat dan nelayan luar yang melaut ke wilayah laut Pulau
Banyak Barat atas persetujuan bersama, Berlaku dan di jalankan sesuai
dengan keputusan. Namun tantangan tambahan bagi Panglima Laot
adalah ketika nelayan yang melanggar larangan tersebut tidak bisa
membayar denda. Seperti kata Mufliadi Kepala Desa Asantola
“Bagaimana meminta denda kepada nelayan yang perekonomiannya
sulit, bahkan ketika diberikan keringanan seperti bisa menyicil denda
tersebut dengan tempo waktu yang ditentukan, itupun masih sulit
dilakukan, salah satu tindakan yang pernah dilakukan Panglima Laot
terhadap nelayan yang tidak dapat membayar denda tersebut adalah
memberikan  sanksi ~ sosial, seperti Pembersihan lahan untuk
pembangunan desa™™.

Kemudian ungkapan tersebut di tambahkan lagi oleh Lasmizar
selaku Ketua MAA Pulau Banyak Barat bahwa “Jika pelanggaran melaut
terus-terusan dilakukan dengan pemberian sanksi sosial masyarakat
nelayan tidak akan jera untuk terus melakukan pelanggaran tersebut,
sebab pada dasarnya bekerja keras merupakan pekerjaan nelayan setiap
hari, namun jika sanksi tersebut disertai denda materi dapat dipastikan

* Wawancara dengan Mufliadi selaku Kepala Desa Asantola, 14 Desember 2021, pukul
10:30 di kantor Desa Asantola
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masyarakat akan memikirkan kembali jika mau melakukan pelanggaran

larangan melaut pada hari Jumat, bahkan setidaknya dapat mengurangi

jumlah nelayan yang melaut pada hari Jumat™®.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan
tentang larangan melaut pada hari pantang melaut yang telah ditetapkan terdiri
dari hari raya idul fitri/adha, hari kemerdekaan, hari tsunami, kenduri laut, hanya
pada Hari Jumat terdapat adanya nelayan yang melanggar aturan tersebut
sedangkan empat hari lainnya jarang sekali kasus tersebut ditemukan.
Kurangnya sosialisasi dari Lembaga Panglima Laot di Pulau Banyak Barat bisa
menjadi hal yang menyebabkan masyarakat tidak begitu peduli dengan
kehidupan laut, fungsi Panglima Laot yang berjalan hanya salah satu tugas
Panglima Laot yang tidak berjalan sesuai yang diinginkan.

Tugas Panglima Laot melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan
kebiasaan masyarakat nelayan, Dengan tugas tersebut ia berpotensi menjadi
sebuah kekuatan sosial yang sangat penting, dan menjadi semangat menjalankan
peran dan fungsi berdasarkan nilai religius, menjadikan posisi lembaga
semacam ini sangat berakar pada konsep kelestarian dan keberlanjutan
lingkungan. Dengan konsep tersebut, ia tidak melihat kesejahteraan hanya fisik
saja, akan tetapi juga nonfisik.

Seluruh keputusan adat yang diambil bersifat final dan tidak dapat
diingkari atau dibantah oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Penjatuhan sanksi
disesuaikan dengan kemampuan dari si pelanggar, agar tidak menyengsarakan
anak, istri dan keluarga si pelanggar. Pengawasan yang dilakukan Panglima
Laot tergolong cukup berperan, namun dalam sosialisasi tentang alat tangkap
yang baik dan ramah lingkungan di wilayah laut Pulau Banyak Barat belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya, lembaga adat di Aceh Singkil pada

dasarnya merupakan lembaga-lembaga yang sudah mengakar dalam masyarakat,

® Hasil wawancara dengan Lasmizar Ketua MAA Pulau Banyak Barat 15 Desember
2021, pukul 19:30 di Desa Haloban Pulau Banyak Barat
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dan masyarakat Aceh Singkil merupakan mayoritas masyarakat Islam yang
sangat religius. Oleh sebab itu, maka hukum adat yang berlaku juga tidak
menyimpang dari ajaran Islam. Adapun hal-hal yang dinilai kurang sejalan,
hanya sebatas masalah-masalah teknis pelaksanaan yang bisa segera diperbaiki,
karena tidak begitu besar pengaruhnya dan tidak menyentuh esensi atau

substansi ketentuan dasar syariat Islam itu sendiri.
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BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Nelayan yang melaut pada hari Jumat biasanya adalah nelayan yang
perekonomiannya tergolong sulit, memanfaatkan cuaca yang kadang
tidak selalu stabil, juga faktor kelimpahan ikan tidak menentu. Panglima
Laot merupakan Lembaga Adat yang mengatur segala urusan yang
berhubungan dengan laut termasuk hak-hak penangkapan ikan dan
penjualannya sampai tingkat pasar, namun memiliki batas-batas tertentu
dalam melaksanakan aturannya. Fungsi Lembaga Adat Dalam Qanun
Aceh No0.10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat berfungsi sebagai
wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-
masalah sosial kemasyarakatan.

2. Panglima Laot Pulau Banyak Barat melakukan Razia Laut sebagai
bentuk mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, Razia Laut
bertujuan untuk memantau laut dari masyarakat setempat ataupun
masyarakat dari daerah luar yang melanggar aturan laut seperti
melakukan pengeboman ikan di laut dan melaut pada hari pantang
melaut, sekaligus Panglima Laut melakukan pembersihan pesisir pantai,
biasanya Razia Laut dilakukan pada sore kamis pukul 16:00 sampai
04:30 pagi Jumat. Razia Laut dilakukan dengan cara mengelilingi
seluruh pesisir wilayah laut yang menjadi wewenang daerahnya dengan
menggunakan Speed Boat

3. Sanksi yang dimuat dalam peraturan adat di Pulau Banyak Barat
terhadap nelayan yang melanggar aturan melaut pada hari Jumat sangat

berlawanan dengan perekonomian masyarakat, sanksi tersebut bertujuan
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untuk memberikan efek jera kepada masyarakat nelayan yang mencoba
melakukan kenakalan dengan melaut pada hari pantang melaut.
4.2. SARAN

1. Kepada selurun Panglima Laot Pulau Banyak Barat agar lebih
memperbanyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan
tentang pentingnya menjaga lingkungan laut, keberadaan lembaga adat
Panglima Laot perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat laut.

2. Kepada pemerintahan yang ada di Pulau Banyak Barat agar mendirikan
kantor Panglima Laot, serta melengkapi seluruh fasilitas yang
dibutuhkan oleh Panglima Laot agar memudahkan Panglima Laot dalam
melakukan tugasnya serta memudahkan masyarakat nelayan dalam
menyampaikan permasalahan yang ada di lalut.

3. Untuk kedepannya sanksi terhadap larangan melaut pada hari Jumat
dapat diberlakukan sebagaimana mestinya demi mensejahterakan
kehidupan laut yang sekaligus menjadi kehidupan bagi masyarakat

nelayan di Pulau Banyak Barat.
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